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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM 

HUBUNGANNYA DENGAN RAHASIA BANK 

ABSTRAK 

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. 

Begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter 

dari negara, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensi 

rahasia bank menempati peranan yang sangat penting dalam menjalankan segala 

usaha dan kegiatan dunia perbankan guna melindungi nasabah. Jumlah kekayaan 



seseorang yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang 

perlu dirahasiakan dari orang lain. Biodata nasabah merupakan sesuatu yang harus 

dirahasiakan. Sebagian nasabah juga sangat menginginkan agar pinjamannya dari 

bank tidak diketahui oleh orang lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat 

dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan 

bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang 

berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam undang-

undang perbankan. 

 Rahasia Bank adalah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Rahasia bank akan dapat 

lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai 

kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai 

kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka 

kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara 

mudah dapat disimpangi.  

 Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana 

pengaturan mengenai perbankan dalam penerapan ketentuan rahasia bank dalam 

praktik perbankan di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan adalah, Pertama, bagaimana gambaran pengaturan 

perbankan di Indonesia, Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap 

nasabah dalam hubungannya dengan rahasia bank, Ketiga, bagaimana penerapan 

prinsip transparansi terhadap nasabah sebagai prinsip pengecualian rahasia bank. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu 

dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan 

terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengumpulkan data-data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis kemudian 



dilakukan analisis data secara kualitatif artinya data yang dianalisis secara kualitatif 

akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan 

hubungan antara berbagai jenis data, diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara 

deskriptif sehingga selain dapat menggambarkan diharapkan akan memberikan solusi 

atas permasalahan yang dimaksud. 

 Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai tindak pidana bagi 

pelanggarannya. Pasal-pasal yang mengatur rahasia bank dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 ialah Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 

50, 50A, 51, 52, dan 53.  

 Kegiatan perbankan di Indonesia dilandasi beberapa asas seperti asas 

demokrasi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas kehati-hatian. Adanya 

perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi 

urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. 

Ketentuan prinsip transparansi bank terhadap nasabah adalah untuk penyehatan 

perbankan meliputi pengungkapan kepada publik dalam 3 (tiga) area luas yaitu 

model, potensi resiko, dan kecukupan modal. 
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